Menimbang:

Mengingat

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
HOMOR 28  TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

200!1 tamang Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah, sebagai upaya tersedianya
benih ikan, induk ikan atau calon kan yang bermutu dan dapat mencukupi
kebutuhan para pembudidaya &an serta dapat meningkatkan produktifitas hasil

perikanan dan merupakan salah satu sumber dapatan asl daera
Kota Palembang ; G A

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunf a, perlu

g:ml:hanh.k Peraturan Daerah tentang Retibusi Penjualan Produksi Usaha
erah,

- Undang-Undang Momor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tehun 1959
MNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Momor 1821);

. Undang-Undang Nemar § Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (Lembaran Negara Rl Tahun 1880 NMomor 104, Tambahan Lembaran
Megara RI Nomor 2043) ;

. Undang-Undang Memor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Megara

Rl Tahun 1974 Momor 65 , Tambahan Lembaran Negara R Nomar 3045) ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Piana (Lembaran Megara Rl Tahun 1981 Momor 76, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomaor 3209) ;

. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1999 tentang Perindungsn Konsumen

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 3821);

. Undang-Undang Momor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

Megara Rl Tahun 2004 MNomor 32, Tambahan Lembaran Megara RI
Naomor 4377) ,

. Undang-Undang Momor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Rl Tehun 2004 Momor 118, Tambahan Lembaran Megara Rl Mamaor 4433)
ssbagaimana telah diubeh dengan Undang-Undang Momor 45 Tahun 2009
fentang Perubahan Atas Undang-Undang MNomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 507 3) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara
RI Momar 4437) sehagaimana telah diubah beberapa kali terakbie dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
MNegara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 4844);
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daersh (Lembaran Megara RI Tahun
2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

10. Undang-Undang MNomeor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Megara RI Nomor S048);

11.Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomar 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomar & Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1983 Momor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Momor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahunm 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Megara Republk Indonesia
Momor 5145) ;

13.Peraturan Pemerintah Momor 82 Tahun 2001 tentang Pengeloaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air {Lembaran MNegara Rl Tahun 2001
Momor 153, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4161) ;

14.Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Momor 62 Tahun 2002 tentang Tanf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Departemen Kelautan
dan Perikanan (Lembaran Megara Rl Tahun 2006 Momor 45 Tambahan
Lembaran Megara Rl Nomaor 4623);

15.Peraturan  Pemerintah Momor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
{Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Ri Momor 4230 ;

16.Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Megara RI Tahun 2007
Mamor B2, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran
Negara R|I Tahun 2011 Momor 74, Tambashan Lembaran Megarma Ri
Nomar 5230) ;

18 Peraturan Daersh Kota Palembang MNomor 44 Tahun 2002 tentang
Katentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002
Momor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang Momor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban
{Lembaran Dasarah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan
dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Megeri Sipll {Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

20.Peraturan Daerah Kota Palembang Momor & Tahun 2008 temtang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2008 Nomor 8);

21.Peraturan  Daerah Kota Palembang MNomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembertukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Falembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomaor &),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menstapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

USAHA DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang

3. Walikota adalah Walikota Palembang

4. Dinas Pertanian, Perkanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kota Falembang,

5. Kepala Dinas adalsh Kepala Dinas Penanlan, Perkanan dan Kehutanan Kota

Palembang.

B. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenty di bidang tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbalas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Parkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainmya.

B. Balai Benih lkan yang selanjutnya disingkat BBI adalah balal benih ikan sebagai
unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kots
Falermbang.

8. lkan adalah seluruh hasil perikanan baik dari perairan tawar, perairan payau,
maupun perairan laut, dalam bentuk hidup.

10.Benih adalah bahan benih tanaman sera benih biota perairan dan benih biota
darat dan benih ternak (sperma, embria) yang disalurkan kepada patani dalam
bantuk biji, ekor atau satuan lainnya yang dibudidayakan.

11.Induk ikan adalah ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis untuk
menghasilkan benih.

12.Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas Partanian, Perikanan dan
Kehutanan dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil
ikutan dan/atau sampingannya,

13.Hasll Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah antara lain bibit atau benih
tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan,

14.Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau
individu agar mereka mamperaleh informasi, timbul kesabaran, menarima dan
akhirmya memanfaatkan informasi terssbut.

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemboerian izin tertentu yang khusus
disediakan danfatau diberlkan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

168. Wajlb Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran
refribusi, fermasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
wakiu bagl wajib refribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Kota yang bersangkutan,

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyatoran retribugi yang lelah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menetukan besamya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Dasrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLE adalah surat hetetapan yang menentukan jumiah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar daripada
refribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk medakukan tagihan refribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda,

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik
pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.

23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi
oleh Waijib Retribusi sesual dengan SKRD dan STRD ke Kas Umum Dasrah
atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditertukan.

24. Penagihan Retribusi Daerah  adalah serangkaian kegiatan pemungutan
Retribusi Diaerah yang diawali dengan penyampaian Surat Paringatan, Surat
Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar
Retribusi.

235. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.

26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah sarangkaian
tindakan yang dilakukan cleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebit Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB Il
MAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Refribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi

sebagal pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah dan Jasa yang
diberikan oleh BEI

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditentukan oleh
Pemerintah Kota adalah penjualan produksi usaha daerah di BB, meliputi |

a. Benibvbibit Ikan.
b. Jasa Diseminasi.

(2} Dikecualikan dari objek Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta,

Pasal 4

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
BAB Il

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5§

Retribusi Penjuatan Produksi Usaha Daerah adalah termasuk golongan Retribusi
Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil produksi yang
dijual.



BAB YV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) S‘huht';.l_rut;rd' digolongkan berdasarkan jenis, ukuran dan jumiah hasil produksi
yang dyual.

(2) Besarnya farif ditetapkan berdasarkan harga pasar dalam Daerah atau
sekitamya.

(3) Dalam ‘hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan
pahagm jumiah pembayaran persatuan unit pelayananfasa, yang merupakan
jumilah unsur-unsur tarif yang meliputi -

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa,
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa,

(4) Struktur qan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3} ditetapkan sebagai berikut :

1. Bibit'Benih lkan

1| Baung
a. Benih :
1.1-8Bem Per ekor Rp. 20000
2, 3-4cm Per ekaor Rp. 250,00
3.5-6em Per ekar Rp. 30000
b. Calon Induk Per kg Rp. 15.000,00
¢ Ikan Afkir Per kg Rp. 20.000,00
d, Induk Per kg Rp. 35.000,00
2 | Nila
a. Benih :
1.1=3em Per ekar Rp. 60,00
2. 4=5cm Per akor Rp. 90,00
3.6-8em Per ekor Rp. 120,00
b. Calon Induk Per kg Rp. 8.000,00
e, lkan Aflar Per kg Rp. 12.000,00
d. Induk Per Paket Rp. 800.000,00
3| Lele
a. Benih :
1.1=3am Per ekor Rp. 20,00
2. 4=5¢em Par ekor Rp. 40,00
3. B—-8Bem Per ekor Rp. 80,00
4.8-12cm Par akor Rp. 90,00
b. Calon Induk Par kg Rp. 5.000,00
. tkan Afkir Per kg Rp. 2.000,00
d. Induk Farkg Rp. 2.000,00
4 | Gurame
a. Benih ukuran :
1. biji oyong Par ekor Rp. BO0, 00
2. jempol Per ekor Rp.  1.200,00
3. silet Par ekor Rp.  1.800,00
4. korek Par ekor Rp. 3.000,00
b. Calon Induk Par kg | Rp,  15.000,00
e. Ikan Afkir Per kg | Rp. 10.000,00
d. Induk Per kg Rp. 30.000,00
|



5 | Patin Per ekor Rp. 80,00
a. Benih Per ekar Rp. 100,00
1.1=-3cm Per ekor Rp. 120,00
2.4-5em Per kg Rp. 5.000,00
I B6-Bcm Per kg Rp. 8.000.00
b. Calon Induk Per kg
c. lkan Afkir Per kg Rp. 20.000,00
| d. Induk Per kg Rp. 30.000,00
- Jantan
- Betina
6 | Gabus
a. Benih -
1.2=3cm Per ekor Rp. 100,00
2. 4-5em Per ekor Rp. 150,00
3.6—-Tcm Per ekor Rp. 250,00
b. Calon Induk Par kg Rp 10.000,00
G. Induk
- Jantan Perkg Rp. 20.000,00
- Batina Par kg Rp.  20.000,00
d. Konsumsi Per kg | Rp.  18.000,00
1
2. Jasa Diseminasi
1 | Pefatihan/Kursus
a. Petani lkan/Pembudidaya lkan | Per Pakat Rp. 200.000,00
b. Swasta/Perusahaan Per Paket Rp. 600.000,00
¢. Pemerintahan Per Paket Rp. 350.000,00
2 | Magang
a, Petani lkan/Pembudidaya lkan | Per Org Rp. 3.000,00
b. Swasta/Perusahaan Per Org Rp. 6.000,00
c. Pemerintah Per Org Rp.  4.000,00
BAB VI
PRINSIP DAN SASARAM DALAM FENETAPAN TARIF
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penstapsn besarnya tarf Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah didasarkan pada ftujuan untuk  memperoleh
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Balai Benih lkan (BBI) tersebut
ditakukan secara efektif dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9
(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali_

(2} Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan parkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAE VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas
yang diberikan,



BAE ViIll
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11
(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

{2} Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungul dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

{2] Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
barupa karcis, kupon, dan kartu langganan,

4) PWI di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang
rrmh-:ta_nm pelayanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, ditunjuk
oleh Walr:cﬁ? sebagal wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud
pada aya ;

(5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disstor ke Kas
Umum Daerah

(6) Tata cara pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota,

Pasal 13

Retribusl terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

FPasal 14

(1) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Daerah atau di termpat lain yang
dilunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat kein yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka hasil penenimaan retribusi harus disetor ke Kas
Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam)
atau dalam wakiu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) Tata cara pembayaran retribusl yang dilakukan di fempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota,

Pasal 156
Pembayaran retribusi harus dilakukan sacara tunaiflunas.



Pasal 16

{1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda
bukfi pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
i3) Bentuk, isi, kualtas, ukuran, buku dan tanda bukii pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Penagihan Retribusi

Fasal 17

(1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan ata
Surat lain yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan mmhu;
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak |atuh tempo pembayaran.

{2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat
Teguran atau Sural Peringatan atau Surat lain yang sejenis, waijib refribusi
harus melunasi retribusi terutang.

(3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan cleh Wallkota
atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 18
{1) Pemanfaalan dan penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai  kegiatan yang berkaitan langsung dengan  penyelenggaraan
pelayanan yang barsangkutan,

(2) H_etﬂmuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Diaerah.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Fasal 18

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2} Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi,

(3) Tata cara pemberan pengurangan, keringanan dan pembebaszan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digtur oleh Walikota,

Bagian Ketujuh
Keberatan

Paszal 20

(1) Waijib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wallkota
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan sebagaimana dimakaud pada ayat (1), diajukan secara terlulis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas,
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(3} Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan
dalam jangka walrtu paling lama 3 (iga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika Waijib Refribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka wakiu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

[5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi,

Pasal 21

(1) Walihota dalam jangka waktu paling lama & (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan d'rlar_irrm harus memberi kepulusan atas keberatan yang diajukan
dengan menarbitkan Surat Keputusan Keberatan,

(2} Kemmnn mbagaima_na dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi Keputusan oleh Walikota,

[S}Keputysan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menclak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.

(4} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suaiu keputusan, keberatan yang digjukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
ﬁ?:ﬂ{dm persen) per bulan untuk jangka wakiu paling lama 12 (dua belas)

m,

{2} Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLE.

Bagian Kedelapan
Pangembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran Refribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka wakiu paling lama & (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

{3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lelah dilampaui dan
Walikota fidak memberikan suatu keputusan, pemmohonan  pengembalian
pembayaran Reftribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLE atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusl sebagaimana dimaksud pada ayal (1) langsung
diperhiturgkan untuk melunasi terebilh dahulu utang Retribusi tersebut.

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam fangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanmya SKRDLE.
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(6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 {dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi,

(¥) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ssbagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak zaat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

{4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapat diketshui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi,

Pasal 25

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dinapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwsrsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pembukuan dan Pemeriksaan
Pasal 26
(1) Walikota berwenang melakukan pemerbksasn untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan perafuran
perundang-undangan Retnbusi.
{2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperiukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Walikota.



BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminisiratii berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulu
dengan Surat Teguran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Meger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi
wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh
F:ghat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a8, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidama di bidang Retribusi Dasrah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. menelii, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukli dard orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan findak pidana di bidang Retribusi Daerah |

d. memerksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl pembukuan,
pancatatan, dan dokwmen lain, serta melakukan panyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusl Dasarah :

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang sesecrang meninggalkan ruangan
atau tempat pada sast pemerikeaan sedang beriangsung dan memeriksa
identitas orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawa,

h. memaotret seseocrang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal

tersangka atau saksi;

menghentikan penydikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang peru untuk kelancaran penyldikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Megara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

o
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BAE X1
KETENTUAN PIDANA

Pasgal 28

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atay
pidana denda paling banyak 3 (tga) kali jumiah retribusi tenstang yang tidak
atau kurang dibayar,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah Pelanggaran.

(3} Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaar negara,
BAB XI|

PENUTUP
Pasal 30

(1} Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai keordinatar FEmunguian
Retribusi Daerah,

(2} Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagal Satuan Kerja Perangkat
Daerah teknis pelaksana Peraturan Dasrah ini.

(3 Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Dasrah ini,
Eepanjang  mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan  lebih lanjut oleh
Walikota, sesuai ketentuan peraturan peTundang-undangan yang berlaky.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai beraky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Falembang
pada tanggal 4 Nopember 2011
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